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BUPATI GORONTALO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI GORONTALO
MOMOR %% TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ™

TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

1.

' BUPATI GORONTALO,

 bahwa berdasarkan xetentuan Pasal 26 ayat (2)

Undang-Undang  Nomor 25 Tahun 2004 tent'mg
Sistem Perencaxnan l’( mbangunan Nasional, Pasal 104

ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86

‘Tahun 2017 - tentang Tata Cara Perencanaan,

Pengcndallan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata

Cara Evaluasi ‘Rancangan Peraturan Daerah tentangl

-Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerdh dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang jDaf:ralfl, Rencana Pembangunan Jangka
Méhengah Daerah dan Rencana Kerjrﬁa‘ PemerintaKh
Daerdh, ' Rencana Kerja Pérmérin‘tah Daerah

ditetapkén dengan Peraturan Kepala Daerah;

Pasal 18 aydt {6) Undang-Undang Dasar Nugara Repubhk g

Indone31a fahun 1945;

. Undang-Undang Nomor - 29 Tahun 19_59 ten'ta'ﬁg

Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat T di Sulawesi



o

(Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun ' 1959
Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Repubhk
Indonema Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 teﬁtqng
Slstcm Perencanaan Pembangunan Nasmnal (Lembaran
Negara Repubhk Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tainbahai‘l-. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421); ‘ | . ‘ ‘
Uridang~Undang Nomor 23 Tahun 2014 'tentang -

Pemerintahan " Dacrah (Lemuaran Negara Republik

'Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lemb(u an

Negara Republlk Indonama Nomor 5587} sebagaimana
telah dlubah terakhir dengan Undang—Undang Nomor
1 Tahun 2022 tentang Hubungan keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah (Lembaran

Negara Republlk Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,

'Tambahar1 Lembaran Negara Republik Indonesm Nomor

6757};
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017"
tentang Tata_ Cara Perencanaan, Pengendalian (lan
Evaluasi Pémbangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah . rentatxg Rencan;a_""
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana‘
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang.

Daefah Rencana Pémbqngunah Jangka Menengah

Dacrah dan chcana Ixerja Pemerintah Daerah;

Peraturan: Daerah quupaten Gorontalo Nomor 3 Tahun
2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menerigah
Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2021 - 2026
(Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo ‘Tahun 2021
Nomor 3); | | '




MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN  BUPATI = TENTANG  RENCANA KERJA
| PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025. -

BAB |
KETENTUAN UMUM
o - Pasal 1 |

1. Rencana Pemb'mgunan Jangka Mcnengah qurah Vang. :
selanjutriya  disingkat - RPJMD . adalah  dokumen:
perencanaé_n Daerah untuk periode. 5 [hma)' taﬁun
terbitimg sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa
~ jabatan Kepala Daerah. ' B B )

2. Rencana Kerja Pemermtah Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah deckumen perenranaan Daerah
untuk periode 1 (satu) tahun. |

3. Rencana Strategis Peranzkat Daerah ya'ng selanjutnya
disi‘ngkat. dengan Renstra. Perangkat Daerah adalah

" dokumen per’encanaan Perangkat']ﬁ_)aerah.unmk periode 5
| (hma) tahun ‘ |

4. Rencana I\erja Perangkat Daerah yang se‘lanjuthya‘
disingkat PenJa Perangkat Daerah adal_ah dokumen
perehcanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu)
tahun. '. V' | '

5. Daerah adalah i\abupaten Gorontalo.

. Pemcrmtah Dacrah adalah kepala daerah sebaga1 unsur
penyelengzara Pemermtahan Daerah yang memlmpm‘
peléksanaan urusan pemerintahan  yang menjadi .
kewenangan daerah otonom.. | o

7. Bupati adalaﬁ Bupati Gorontalo.

BAB i
RENC'AN'A KERJA P.EMERINTAH DAERAH
| - Pasal 2 . :
Rencana Kerja Pemermtah Daerah kabupaten Gorontalo

Tahun - 2025_- merupakan dokumen . perencanaan



(1)

)

(3)

pcmbangunén déérah Kabupéten Gorontalo untuk. periode
1 (satu). 'tahliﬁ yaitu A Tahun 2025 yang dimulai pada
tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31
Desernber 2025 ‘ '

| Pasal 3
(1) RKPD Tahun 2025 disusun dengan sistcmatika penyusunan |
~ sebagai berikut:
" BAB1 : PENDAHULUAN :
BABII : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BABIIT KERANGI&A EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN
DAERAH
- BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
DAERAH
" BABV :RENCANA hERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
" DAERAH"
BAB VII : PENUTUP

(2) Dokumen R_KPD sebagaimana tercantum dalam lampiran
Peraturan ini. dan merupakan satu  kesatuan dan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati

ini.

~ Pasal 4

Organisasi Perangkat Daerah membuat laporan kinerja
triwuian dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan
anggaran yang bcerisi uraian tentang keluaran_kegiatan dan
indicator kincﬁ’i masing- 1szlsing program. |
Laporan sebagalmana - dimaksud pada ayat (1),
disampaikan kepada Bupati melalui Badan Perencanaan
Penelitian dan Pengembangan Daerah . paling lambat 14
(empat:.bel.as] hari setelah - berékhirnya triwulan yang
bersangkutan. .

Laporan  Kinerja menjadx masukan dan bahan

pertimbangan bagi anahsm dan evaluasi usulan anggaranr




tahun berikutnya yang diajukan oleh Satuan Kerja
Perangkat Daerah yang bersangkutan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan  Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto

pada tanggal 9 Juh R024
UPATI _GORONTALO,

NELSON ALINGO

Diundangkan di Limboto
pada tanggal 9 I 20%%.
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,

RONI SAMPIR

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2024 NOMOR 22



